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ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pekerja migran Indonesia yang menjadi 

korban perdagangan orang sangat rentan pada penduduk sangat besar yang memilih 

jumlah laki – laki serta perempuan yang secara tidak seimbang, dengan krisis ekonomi 

yang cukup rendah untuk menghasilkan pekerjaan yang sangat jelas. Hampir 50 

persen tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menjadi korban perdagangan orang. 

Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi 

korban tindak perdagangan orang dan bagaimana peranan pemerintah dalam 

penegakan hukum menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penulisan 

hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptim dengan 

menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi kepustakaan atau pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

dan studi Pustaka, atau situs jurnal hukum yang ada, selanjutnya teknis analisis yang 

digunakan adalah metode normatif perskriptim. Hasil penelitian dan pembahasan 

yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 5 sebagai pekerja 

migran di luar negeri yang menyebutkan syarat usia untuk bekerja di luar negeri 

berusia 18 (delapan belas) Tahun. Pekerja migran sangat rentan terhadap kekerasan 

atau perdagangan orang sehingga tidak diperbolehkan menjadi pekerja migran di luar 

negeri, karena membahayakan pekerja yang resiko tinggi dan keselamatan. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh korban 

tindak perdagangan orang (Human trafficking) diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan 

tetapi karena Human Trafficking orang sudah berkembang menjadi kejahatan 

transnasional yang terorganisasi, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 

yang pada intinya signifikan korban perdagangan orang setiap tahun tindak pidana 

semakin meningkat. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Migran. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to find out Indonesian migrant workers who are victims of human 

trafficking are very vulnerable to a very large population that chooses an unequal 

number of men and women, with an economic crisis that is low enough to produce 

very clear jobs. Nearly 50 percent of Indonesian workers abroad are victims of human 

trafficking. Knowing how the law protects migrant workers who are victims of 

trafficking in persons and how the government's role in law enforcement counteracts 

the crime of trafficking in persons. This legal writing is a type of normative legal 

research that is perscriptive in nature by using a statutory approach (statute 

approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal 

materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data 

collection technique used was literature study or data collection using interviews and 

library research, or existing legal journal sites, then the analysis technique used was 

the normative perscriptim method. The results of the research and discussion that the 

authors conducted concluded that Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of 

Indonesian Migrant Workers in Article 5 as overseas migrant workers which states 

the age requirement for working abroad is 18 (eighteen) years old. Migrant workers 

are very vulnerable to violence or trafficking in persons so they are not allowed to 

become migrant workers abroad, because it endangers the workers' high risk and 

safety. Legal protection for Indonesian migrant workers perpetrated by victims of 

trafficking in persons (Human trafficking) is regulated in Article 297 of the Criminal 

Code, however, because Human Trafficking in persons has developed into an 

organized transnational crime, in Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of 

the Crime of Trafficking in Persons which is regulated in Article 1 point 1 which in 

essence is significant for victims of trafficking in persons every year criminal acts 

increase. 

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Migrant Workers. 
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